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ABSTRAK 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut atas hasil audit dana 

BOS Kota Yogyakarta Tahun 2011/2012 yang dilakukan oleh BPKP. Evaluasi 

diambil dalam penelitian ini karena belum adanya evaluasi atas tindak lanjut hasil 

audit dana BOS tahun 2011 di kota Yogyakarta. Penulis memilih tahun 2011 

karena pada tahun tersebut terjadi pergantian sistem penyaluran dana BOS dari 

pusat ke kota/kabupaten menjadi dari pusat ke provinsi pada tahun 2012. 

Yogyakarta dipilih menjadi objek kota tempat penelitia karena di kota ini terdapat 

banyak sekolah yang menerima dana BOS baik negeri maupun swasta. 

      Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Objek penelitian ini adalah sekolah yang melakukan pelanggaran atas 

penggunaan dana BOS pada tahun 2011/2012 di kota Yogyakarta yaitu SMP IT 

ABU BAKAR, SMP PANGUDI LUHUR 1, SD N TAHUNAN, SD N 

LEMPUYANGAN 1 dan SD BOPKRI GONDOLAYU juga Dinas Pendidikan 

Dasar Kota Yogyakarta selaku pengurus dana BOS kota Yogyakarta. Subjek 

penelitian ini adalah pengurus dana BOS di masing-masing sekolah tersebut dan 

sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kota Yogyakarta selaku penerima laporan 

rekapitulasi dana setiap sekolah penerima dana BOS. Instrumen dalam penelitian 

ini menggunakan metode wawancara yang disertai lampiran empat pertanyaan 

terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh para sekolah pelanggar. 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh para 

sekolah pelanggar sudah dilakukan dengan baik. Hanya saja dalam masalah 

penyimpanan arsip bukti yang menunjukkan pengembalian dana yang 

disalahgunakan tidak dilakukan dengan baik oleh beberapa sekolah. Hal ini 

dibuktikan dengan tidak lengkapnya bukti yang ditunjukkan kepada penulis pada 

saat wawancara dan pengambilan data. Secara umum, evaluasi atas tindak lanjut 

yang dilakukan oleh para sekolah pelanggar sudah baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingginya tingkat kesadaran terhadap tanggung jawab atas pelanggaran 

yang sekolah lakukan. 

 

Kata Kunci: Evaluasi, Tindak Lanjut, Dana BOS Kota Yogyakarta tahun 

2011/2012. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Program dana BOS merupakan program pemerintah untuk mengentaskan 

masalah umum pemerintah di bidang pendidikan yang berfungsi untuk 

membantu siswa-siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari 

segi ekonomi khususnya agar mereka mendapatkan pendidikan yang setara 

dengan mereka yang mampu. Hal ini dilakukan pemerintah untuk 

mengentaskan program Wajib Belajar 9 Tahun. Program Bantuan 

Operasional Sekolah yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan 

sigifikan dalam percepatan pencapaian program Wajar 9 Tahun. Oleh karena 

itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, 

pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju 

peningkatan kualitas. (Buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 

2012 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2011). 

      Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan 

mekanisme penyaluran dari transfer ke Kabupaten/Kota pada tahun 2011 

menjadi transfer ke Provinsi pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan pada 
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kebijakan tersebut banyak kekeliruan dan kecurangan yang terjadi di 

dalamnya. Beberapa di antaranya terkait kurang paham mengenai alur dana 

yang diterapkan, kompleksnya transaksi yang harus secara transparan dan 

sebenar-benarnya dilakukan, pentingnya pemahaman dan ketergantungan 

akan teknologi informasi yang semakin hari semakin meningkat tingkat, etika 

atau moral hazard dari pemegang kekuasaan yang bertindak seenaknya 

sendiri, dan pengawasan yang kurang terhadap penggunaan dana tersebut. 

      Berdasarkan hasil observasi, berikut ini adalah contoh kekeliruan dan 

kecurangan terhadap dana BOS berikut  dikeluarkan pada hasil audit 

sementara dana BOS oleh BPKP yang terjadi di Kota Yogyakarta tahun 2011. 

1. Penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis. 

      Dari pengujian atas penggunaan dana BOS, diketahui adanya 

penggunaan dana BOS di 5 sekolah yang tidak diperkenankan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 

37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011. Rincian penggunaan dana 

BOS tersebut sebagai berikut : 
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Tabel 1. Penggunaan Dana BOS di Kota Yogyakarta tahun 2011 

Penggunaan Tidak Sesuai Pedoman Nilai (Rp) 

Honor Kepala Sekolah   488.800,00 

Honor Kepala Sekolah 

Honor Tim Pengadaan Barang 

   900.000,00 

   600.000,00 

Studi Banding    450.000,00 

Dana BOS dipinjam untuk membayar beasiswa 

Pembayaran SPP ke yayasan 

2.150.000,00 

         300.000,00 

Subsidi biaya studi banding ke Malang 

Sewa bis PO Prayoga untuk wisata tutup tahun 

 5.525.000,00 

      5.325.000,00 

JUMLAH 15.648.800,00 

Sumber : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2012 

 

2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota tidak melaksanakan tugas sesuai 

petunjuk teknis BOS. 

      Tim Manajemen BOS Kota Yogyakarta tidak membuat Laporan 

Realiasi Penyaluran Dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen 

Perimbangan Keuangan dan Kemdiknas secara tepat waktu (sesuai PMK 

No.247/PMK.07/2010) 

3. Terdapat keterlambatan penyaluran dana BOS (Penyaluran Dana BOS 

Tidak Tepat Waktu) 

      Berdasarkan beberapa uraian temuan di atas, maka dilakukan 

penelitian mengenai tindak lanjut hasil audit dana BOS di Yogyakarta. 

Pemilihan kota Yogyakarta sebagai tempat objek penelitian pada tugas 

akhir ini karena Yogyakarta merupakan kota pelajar di mana banyak sekali 

sekolah yang terdapat di daerah terebut dan banyak juga yang 

mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah ini. Alasan pemilihan ini yaitu 

kota Yogyakarta merupakan barometer bagi pendidikan kota-kota lain di 

Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan tahun 2011 sebagai objek penelitian 
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karena tahun ini merupakan tahun setelah sistem yang berbeda 

dikembalikan lagi ke sistem awal dalam pengalokasian dana BOS tersebut.  

      Hasil audit merupakan langkah atau upaya untuk mengawasi program 

dana BOS agar berjalan sesuai tujuan. Sesuai dengan petunjuk teknis 

program dana BOS tahun 2012 yang memiliki tujuan memperbaiki tingkat 

pendidikan bangsa Indonesia agar tindak lanjut lebih baik lagi ke 

depannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi 

tindak lanjut hasil audit/temuan BPKP tahun 2011. Penelitian ini melihat 

bagaimana tindak lanjut hasil temuan, sekaligus mencari akar penyebab 

permasalahan yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang terjadi 

pada tahun 2011 agar tidak terjadi di tahun berikutnya. Berdasarkan 

pemaparan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi 

Tindak Lanjut Hasil Audit Program Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) Kota Yogyakarta Tahun 2011/2012“. 

B. Identifikasi Masalah 

      Masalah yang timbul pada penelitian ini adalah: 

1. Penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis. 

2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota tidak melaksanakan tugas 

sesuai petunjuk teknis BOS. 

3. Terdapat keterlambatan penyaluran dana BOS (penyaluran Dana BOS 

Tidak Tepat Waktu) 

4. Evaluasi tindak lanjut atas hasil temuan audit oleh BPKP tahun 

2011/2012 belum diketahui. 
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C. Pembatasan Masalah 

      Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah 

dalam penelitian ini yaitu belum adanya evaluasi tindak lanjut atas hasil 

temuan audit oleh BPKP tahun 2011. Hasil temuan audit yang diambil 

dalam penelitian ini adalah penggunaan dana BOS yang tidak sesuai 

dengan petunjuk teknis sebesar Rp 15.648.800,00. Tempat penelitian yang 

diambil berada di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan 

guna memfokuskan dan mendalami permasalahan serta untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda mengenai evaluasi tindak lanjut atas hasil audit 

yang dikeluarkan oleh BPKP. 

D. Rumusan Masalah 

Bagaimana Evaluasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit Program Dana 

BOS Kota Yogyakarta Tahun 2011/2012?  

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengevaluasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit Dana BOS Kota Yogyakarta 

Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPKP. 

F. Manfaat Penelitian 

     Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat bagi akademisi adalah penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya terkait 

dengan masalah yang diangkat. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Kementerian Pendidikan selaku pemilik kebijakan 

program dana BOS dari penelitian ini diharapkan memberikan 

gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi program dana 

BOS. Pemerintah dapat melihat mana hal-hal yang harus 

ditingkatkan pengawasan dan pengendaliannya, mana yang 

harus diperbaiki ataupun diperbarui. 

b. Manfaat bagi sekolah yaitu penelitian ini menjadi pedoman bagi 

sekolah selaku penerima dana BOS agar selalu menaati 

peraturan yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis 

penggunaan dana BOS dan mengikuti semua prosedur yang 

sudah disepakati. 

c. Manfaat bagi pihak lain yang terkait dengan penerima maupun 

pengawas manfaat lainnya adalah memberikan dampak positif 

bagi kota-kota lain untuk mengelola dana BOS dari pemerintah 

untuk menggunakan dana tersebut sesuai aturan. 

d. Manfaat bagi BPKP selaku pengendali jalannya program dana 

BOS penelitian ini juga bisa menjadi acuan BPKP untuk lebih 

memperketat pengendalian kontrol pada proses alokasi dana 

BOS agar sesuai aturan. 

e. Manfaat bagi masyarakat penelitian ini menggambarkan tingkat 

pendidikan di kota Yogyakarta yang ditinjau dari segi sistem 
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pengelolaan sumber dana. Dari gambaran tersebut bisa dilihat 

bagaimana jalannya kegiatan belajar mengajar, kegiatan 

ekstrakurikuler, maupun kegiatan di luar jam sekolah lainnya. 



 

8 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN 

A. Pengertian Audit 

Audit merupakan suatu proses sistematik yang bertujuan untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau 

asersi tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian dan melihat 

bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan 

dan mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Berikut 

adalah pengertian audit menurut beberapa ahli : 

1. Menurut Mulyadi (2002:9), audit adalah suatu proses sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 

menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dan 

kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan. 

2. Menurut Harjono Jusuf  (2001:142), audit merupakan suatu proses 

sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan 

dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi 

secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut 

dengan criteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

3. Menurut Arens and Loebbecke (Auditing: An Integrated Approach, eight 

edition, 2000:9), audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi 
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dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan 

tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. 

      Menurut Mulyadi (2002:9), audit dibagi menjadi 3, yaitu : 

1. Audit laporan keuangan (financial statement audit). Audit laporan 

keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap 

laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan 

keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti 

kreditor, pemegang saham, dan kantor pelayanan pajak. 

2. Audit kepatuhan (compliance audit). Audit ini bertujuan untuk 

menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan 

undang-undang tertentu . Kriteria- kriteria yang ditetapkan dalam audit 

kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia 

mungkin bersumber dari manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur 

pengendalian internal. Audit kepatuhan biasanya disebut fungsi audit 

internal, karena oleh pegawai perusahaan. 

3. Audit operasional (operational audit). Audit operasional merupakan 

penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam 

hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor 

diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang 

komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu. Contoh laporan 

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-saham-dan-jenis-saham/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-audit-operasional/
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yang memerlukan audit operasional adalah laporan rekapitulasi dana pada 

program dana BOS yang dilakukan oleh pemerintah. 

B. Audit Operasional 

1. Pengertian Audit Operasional 

            Pengertian audit menurut beberapa ahli antara lain : 

a. Menurut Dale L. Flesher dan Steward Siewert (2001), audit 

operasional merupakan pencarian cara-cara untuk memperbaiki 

efisiensi dan efektivitas. Audit operasional dapat dipertimbangkan 

sebagai suatu bentuk kecaman yang konstruktif. 

b. Menurut Casler dan Crochet (1999), audit operasional adalah suatu 

proses yang sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi 

dan ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen dan 

melaporkan kejadian kepada orang yang tepat hasil dari penilaian 

bersama dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan. 

2. Keterbatasan Audit Operasional 

      Menurut Nugroho Widjayanto (1985:23-24), ada beberapa 

keterbatasan audit operasional : 

a. Waktu  

      Waktu menjadi faktor yang sangat membatasi, karena auditor harus 

memberikan informasi kepada manajemen secara cepat atau setidaknya 

tepat waktu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 
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b. Keahlian Auditor 

      Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan para auditor 

operasional karena tidak mungkin bagi seorang auditor mengetahui 

dan menguasai berbagai disiplin bisnis. Auditor operational hanya 

lebih ahli dalam bidang audit daripada dalam bidang bisnis. 

c. Biaya 

      Biaya juga merupakan salah satu faktor pembatas, karena itu tentu 

saja biaya audit harus lebih kecil dari jumlah yang dapat dihemat. 

Auditor harus mengabaikan masalah kecil yang mungkin dapat 

memakan biaya jika diselidiki lebih lanjut. 

3. Tahap-Tahap Audit Operasional 

a. Memilih Auditee 

      Seperti pada banyak aktivitas lainnya dalam suatu entitas, audit 

operasional biasnya terkena kendala anggaran atau kehemaatan, oleh 

karena itu sumber daya untuk audit operasional harus digunakan 

dengan sebaik-baiknya. Pemilihan auditee dimulai dengan studi atau 

survey pendahuluan terhadap calon-calon auditee dalam entitas untuk 

mengidentifikasi aktivitas yang mempunyai potensi audit tertinggi 

dilihat dari segi perbaikan efektivitas, efisiensi, dan kehematan 

operasi. Pada intinya, studi pendahuluan merupakan proses 

penyaringan yang aka menghasilkan peringkat dari calon auditee. Titik 

awal dari studi pendahuluan ini adalah memperoleh pemahaman yang 
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komprehensif mengenai struktur organisasional entitas serta 

karakteristik operasinya.  

      Selain itu, auditor juga harus memahami industri tempat entitas 

beroperasi serta sifat dan luas peraturan pemerintah yang berlaku. 

Selanjutnya, perhatian difokuskan pada aktivitas, unit, atau fungsi 

yang akan diaudit. Pemahaman tentang calon auditee diperoleh dengan 

mereview data arsip latar belakang setiap auditee 

meninjau fasilitas auditee untuk memastikan bagaimana auditee 

mencapai tujuannya mempelajari dokumentasi yang relevan tentang 

operasi auditee seperti buku petunjuk kebijakan dan prosedur, bagan 

arus, standar kinerja dan pengendalian mutu, serta deskripsi tugas 

mewawancarai manajer aktivitas tersebut mengenai bidang-bidang 

permasalahan tertentu (sering kali disebut entry interview) menerapkan 

prosedur analitis untuk mengidentifikasi trend atau hubungan yang 

tidak biasa melakukan pemeriksaan (atau pengujian) audit mini untuk 

menegaskan atau menjernihkan pemahaman auditor tentang masalah 

yang potensial. Pemahaman auditor mengenai setiap auditee harus 

didokumentasikan melalui kuesioner yang sudah diisi dengan lengkap, 

bagan arus, dan catatan naratif. 

b. Merencanakan Audit 

      Perencanaan audit yang cermat sangat penting baik bagi efektivitas 

maupun efisiensi audit operasional. Perencanaan terutama penting 

dalam jenis audit ini karena sangat beragamnya audit operasional. 
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Landasan utama dari perencanaan audit adalah pengembangan 

program audit, yang harus dibuat sesuai dengan keadaan auditee yang 

ditemui pada tahap studi pendahuluan audit. Seperti dalam audit 

laporan keuangan, program audit berisi seperangkat prosedur yang 

dirancang untuk memperoleh bukti yang berkaitan dengan satu atau 

lebih tujuan. Bukti yang diperiksa biasanya didasarkan pada sampel 

data. Jadi, dalam perencanaan audit harus dipertimbangkan 

penggunaan teknik-teknik sampling statistik. Di samping itu, auditor 

juga harus mengetahui apakah teknik-teknik berbantuan komputer 

(computer assisted techniques) akan efisien dari segi biaya. 

Perencanaan audit juga mencakup pemilihan tim audit dan 

penjadwalan pekerjaan. Tim audit ini harus terdiri dari auditor yang 

memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 

audit. Pekerjaan harus dijadwalkan melalui konsultasi dengan auditee 

agar ada kerja sama maksimum dari personil auditee selama audit. 

c. Melaksanakan Audit 

      Selama melaksanakan audit, auditor secara ekstensif mencari fakta-

fakta yang berhubungan dengan masalah yang teridentifikasi dalam 

auditee selama studi pendahuluan. Pelaksanaan audit adalah tahap 

audit yang paling memakan waktu dalam audit operasional. Tahap ini 

sering kali disebut sebagai melakukan audi yang mendalam (in-depth 

audit). Dalam suatu audit operasional, auditor sangat mengandalkan 

pada pengajuan pertanyaan dan pengamatan. Pendekatan yang biasa 
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dilakukan adalah mengembangkan kuesioner untuk auditee dan 

menggunakannya sebagai dasar untuk mewawancarai personil auditee. 

Dari pengajuan pertanyaan, auditor berharap akan memperoleh 

pendapat, komentar, dan usulan tentang pemecahan masalah. 

Wawancara yang efektif sangat penting dalam audit operasional. 

Melalui pengamatan terhadap personil auditee, auditor akan 

mendeteksi inefisiensi dan kondisi lainnya yang ikut menyebabkan 

masalah ini. Auditor juga harus menggunakan analisis dalam audit 

operasional. Untuk tujuan ini, analisis itu harus melibatkan studi dan 

pengukuran kinerja akrual dalam hubungannya dengan kriteria 

tertentu. Kriteria ini dapat dikembangkan secara internal oleh entitas 

seperti sasaran produktivitas dan anggaran yang ditetapkan atau, 

kriteria ini dapat berasal dari luar entitas berupa standar industri atau 

diturunkan oleh auditor dari audit-audit sebelumnya atas aktivitas yang 

serupa. Analisis ini dapat memberikan dasar untuk menentukan sejauh 

mana auditee memenuhi tujuan yang ditetapkan. Pekerjaan yang 

dilakukan, temuan, dan rekomendasi harus didokumentasikan dalam 

kertas kerja seperti dalam audit laporan keuangan, kertas kerja 

merupakan pendukung utama laporan auditor. Auditor menanggung 

jawab (in-charge) biasanya bertanggung jawab untuk mereview kertas 

kerja baik selama maupun pada saat selesainya pemeriksaan. Review 

selama audit berguna dalam memantau kemajuan, sedangkan review 

pada akhir audit memastikan kualitas pekerjaan secara keseluruhan. 
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d. Melaporkan Temuan kepada Manajemen 

      Audit operasional serupa dengan jenis-jenis auditing lainnya 

karena produk akhir dari audit ini adalah laporan audit. Akan tetapi, 

ada banyak situasi unik yang berkaitan dengan pelaporan dalam audit 

operasional. Misalnya, berlawanan dengan bahasa standar yang 

terdapat pada laporan auditor dalam audit atas laporan keuangan, 

bahasa laporan dalam audit operasional bervariasi untuk setiap auditee.  

      Laporan itu harus memuat suatu pernyataan tentang tujuan dan 

ruang lingkup audit uraian umum mengenai pekerjaan yang dilakukan 

dalam audit ikhtisar temuan-temuan rekomendasi perbaikan komentar 

auditee. Konsep laporan ini biasanya dibuat oleh auditor penanggung 

jawab. Konsep tersebut kemudian dibahas dengan manajer unit yang 

diaudit. Pembahasan ini memenuhi beberapa tujuan yang penting, 

pertama memberi auditor peluang untuk menguji akurasi temuan serta 

ketpatan rekomendasi, dan kedua memungkinkan auditor mendapatkan 

komentar auditee untuk dimasukkan dalam laporan. Konsep awal ini 

selanjutnya direvisi sesuai keperluan, sehingga konsep final dapat 

disiapkan. Dalam beberapa kasus, rekomendasi yang diberikan 

mungkin hanya menyarankan perlunya studi lebih lanjut atas masalah 

yang dihadapi. Pencantuman komentar auditee adalah bersifat 

opsional. Biasanya, komentar itu hanya disertakan apabila auditee 

tidak menyetujui temuan dan rekomendasi. Temuan auditor pada 

dasarnya menghasilkan kritik yang konstruktif. Pada saat menulis 
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laporan, auditor harus sensitif terhadap reaksi penerima. Jika 

bahasanya tidak terlalu menyerang, maka tanggapan penerima laporan 

kemungkina besar akan lebih positif. Biasanya, salinan laporan 

auditing operasional dikirimkan kepada manajemen senior dan kepada 

komite audit. Jika laporannya panjang serta terinci, maka laporan itu 

bisa dimulai dengan suatu ikhtisar lengkap (executive summary) 

mengenai temuan dan rekomendasi. 

e. Melakukan Tindak Lanjut 

      Tahap terakhir atau tahap tindak lanjut (follow-up phase) dalam 

audit operasional adalah tahap bagi auditor untuk menindaklanjuti 

tanggapan auditee terhadap laporan audit. Idealnya, kebijakan entitas 

sebaiknya mengharuskan manajer unit yang diaudit untuk melaporkan 

secara tertulis selama periode waktu yang ditetapkan. Akan tetapi, 

tindak lanjut ini juga harus mencakup penentuan kelayakan tindakan 

yang diambil oleh auditee dalam mengimplementasikan rekomendasi. 

Standar praktik 440 IIA menyatakan bahwa auditor internal harus 

menindaklanjuti untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah 

diambil berdasarkan temuan yang dilaporkan. Kegagalan auditor 

untuk menerima tanggapan yang tepat harus dikomunikasikan kepada 

manajemen senior. 

C. Audit Laporan Keuangan 

1. Pengertian Audit Laporan Keuangan 

      Pengertian audit laporan keuangan menurut beberapa ahli antara lain : 
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a. Audit laporan keuangan (Financial Statement Audit), berkaitan dengan 

kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan 

entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah 

laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum (GAAP). 

b. Yusuf (2001:6) menyatakan audit atas laporan keuangan adalah salah 

satu bentuk jasa atestasi yang dilakukan auditor. Dalam pemberian jasa 

ini, auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan 

pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang berlaku umum. 

c. Dalam PSA No. 02 (IAI,2001:110.1) dinyatakan bahwa tujuan audit 

umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk 

menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan sarana bagi 

auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan 

mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pandapat, ia 

harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan 

standar auditing yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. 

 

 

 



18 

 

 

2. Tahap-Tahap Audit Laporan Keuangan 

a. Penerimaan Penugasan Audit 

      Di dalam memutuskan apakah suatu penugasan audit dapat 

diterima atau tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 

tahap, yaitu: 

1) Mengevaluasi integritas manajemen. 

2) Mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa. 

3) Menentukan kompensasi untuk melaksanakan audit. 

4) Menilai independensi. 

5) Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan 

keseksamaan. 

6) Membuat surat penugasan audit. 

b. Perencanaan Audit 

      Keberhasilan penyusunan penugasan audit sangat ditentukan oleh 

kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Delapan tahapan 

yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya, 

yaitu: 

1) Memahami bisnis dan industri klien. 

2) Melaksanakan prosedur analitik. 

3) Mempertimbangkan tingkat materialitas awal. 

4) Mempertimbangkan risiko bawaan. 

5) Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap 

saldo awal, jika penugasan klien berupa audit tahun pertama. 
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6) Mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban-

kewajjiban legal klien. 

7) Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. 

8) Memahami struktur pengendalian intern klien. 

c. Pelaksanaan Pengujian Audit 

      Tahap ini disebut juga tahap ”Pekerjaan Lapangan”. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh bukti auditing tentang efektivitas struktur 

pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. 

Tahap ini harus mengacu pada standar pekerjaan lapangan. 

d. Pelaporan Audit 

      Tahap ini disebut juga tahap ”Pekerjaan Lapangan”. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh bukti auditing tentang efektivitas struktur 

pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. 

Tahap ini harus mengacu pada standar pekerjaan lapangan. 

D. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 

1. Pengertian BOS menurut Kemendikbud 

      Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya 

operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai 

bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat 

melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai 

Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada 

dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia 
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bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 

Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia 

yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. 

2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah 

      Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 

tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 

a. membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri 

terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf 

internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI); 

b. membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan 

dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 

c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah 

swasta. 

3. Sasaran Program dan Besar Bantuan 

      Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk 

SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang 

diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh 

provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk 

sasaran dari program BOS ini. 

      Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk 

BOS Buku pada tahun anggaran 2011, dihitung berdasarkan jumlah siswa 

dengan ketentuan: 
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a. SD/SDLB di kota                           :    Rp 400.000,-/siswa/tahun 

b. SD/SDLB di kabupaten                  :    Rp 397.000,-/siswa/tahun 

c. SMP/SMPLB/SMPT di kota           :    Rp 575.000,-/siswa/tahun 

d. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten  :    Rp 570.000,-/siswa/tahun 

4. Waktu Penyaluran Dana BOS 

      Tahun anggaran 2011, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan 

untuk periode Januari sampai Desember 2011, yaitu semester 2 tahun 

pelajaran 2010/2011 dan semester 1 tahun pelajaran 2011/2012. 

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-

Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. 

5. Penggunaan Dana BOS 

a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang 

dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan,  sedangkan SMP  sebanyak 2 

buku yaitu: (1) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan 

(2) Seni Budaya dan Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada 

di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah 

wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah 

buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli 

dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah 

tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/ 

penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga 
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boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum 

mencukupi sejumlah siswa. 

b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, 

yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi 

pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah 

bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung 

dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi 

panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan 

lainnya yang relevan); 

c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran 

pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya 

ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam 

mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan 

akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, 

membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran 

mengikuti lomba); 

d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan 

laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan 

soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan 

rapor siswa); 

e. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, 

pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku 
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inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan 

makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta 

pengadaan suku cadang alat kantor; 

f. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, 

internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan 

di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan 

listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses 

belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli 

genset; 

g. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap 

bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan 

sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan 

fasilitas sekolah lainnya; 

h. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga 

kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk 

membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS; 

i. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan 

KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh 

hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya 

pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan 

dana BOS untuk peruntukan yang sama; 

j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang 

menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika 
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dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi 

sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya 

sepeda, perahu penyeberangan, dll); 

k. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK 

termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-

menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan 

laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 

BOS di Bank/PT Pos; 

l. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk 

kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam 

satu tahun anggaran; 

m. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi 

pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa 

dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, 

media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler 

sekolah.  

6. Larangan Penggunaan Dana BOS 

a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 

b. Dipinjamkan kepada pihak lain. 

c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan 

memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya 

wisata) dan sejenisnya. 
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d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ 

Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun 

pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.  Sekolah 

hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang 

ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

e. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 

f. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan 

pribadi (bukan inventaris sekolah). 

g. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 

h. Membangun gedung/ruangan baru. 

i. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses 

pembelajaran. 

j. Menanamkan saham. 

k. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, 

misalnya guru kontrak/guru bantu. 

l. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi 

sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional 

dan upacara keagamaan/acara keagamaan. 

m. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ 

pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS 

yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan 

Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional. 



26 

 

 

 

7. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Penggunaan Dana BOS 

a. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan 

operasional sekolah; 

b. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah 

negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru 

honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan 

guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang adadalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM 

Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 

c. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan 

menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; 

d. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta; 

e. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru 

PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu 

kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.  Besaran/satuan 

biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di 

luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. 

Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang 

penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing 

dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi,  faktor 

geografis dan faktor lainnya; 
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f. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu 

lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat 

kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor 

kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim 

surat secara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk 

diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya; 

g. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan 

dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada 

triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa 

pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut 

baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya; 

h. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah 

menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah. 

8. Landasan Hukum 

      Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS 

Tahun 2011 antara lain: 

a. UU No. 10/2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 

b. PERMENKEU No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum  

dan Alokasi Sementara Dana Penyesuaian untuk BOS bagi 

Kab./Kota 2011 

c. PERMENDIKNAS No. 37/2010 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana BOS  Tahun Anggaran 2011 
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d. SEB Mendagri-Mendiknas No.900/5106/SJ/2010 dan No. 

02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam 

APBD Tahun 2011: Sumber Kemdikbud. (dikutip dari Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2011) 

E. Audit atas Program Dana BOS 

Program dana BOS sebagai program pembangunan pemerintah di 

bidang pendidikan juga termasuk kegiatan yang perlu diaudit karena 

menggunakan dana APBN. Audit atas program dana BOS dilakukan oleh 

BPKP. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) 

merupakan badan pemerintah yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan 

pemerintah yang berkaitan tentang penggunaan dana pemerintah untuk 

pembangunan. Salah satu kegiatan BPKP adalah audit. Audit di sini 

dimaksudkan dengan audit atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), termasuk di dalamnya adalah program dana BOS. Jadi, BPKP 

merupakan auditor eksternal bagi tiap-tiap sekolah penerima program dana 

BOS, dan juga merupakan auditor internal bagi pemerintah atas Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). 

Kemudian setelah diaudit, hasil audit tersebut ditindaklanjuti dengan 

melakukan evaluasi guna membandingkan antara evaluasi hasil audit 

dengan jalannya program dana BOS di tahun berikutnya. Apabila program 

berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya, evaluasi tersebut merupakan 

hal yang sangat efektif. Sebaliknya, jika ternyata program berjalan tidak 
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lebih baik diperlukan evaluasi lebih mendalam agar tujuan pembangunan 

pemerintah di bidang pendidikan ini dapat tercapai sesuai rencana. 

F. Pengertian Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit Dana BOS 

      Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) 

adalah “Evaluation is an activity which can contribute greatly to the 

understanding and improvement of policy development and 

implementation”. Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah 

rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran 

(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Cronbach 

(1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan 

Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5), evaluasi program adalah upaya 

menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan evaluasi tindak lanjut atas 

hasil audit adalah evaluasi tindak lanjut atas hasil audit, bukan evaluasi 

atas cara dalam mengaudit. Untuk itu yang menjadi pokok bahasan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana evaluasi atas pernyataan yang dituliskan 

dalam hasil audit yang dikeluarkan ole BPKP atas program dana BOS. 

      Audit dana BOS merupakan usaha monitoring atau pengawasan dari 

sebuah program yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini merupakan 

wujud dari pengendalian antara kesesuaian tujuan dengan hasil, apakah 

pencapaian tujuan terkendala oleh hambatan atau tidak. Jika tidak berarti 

hasil audit menggambarkan kelancaran program tersebut, sebaliknya jika 

terkendala berarti hasil audit memberikan gambaran apa saja yang menjadi 
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kendala atas pencapaian tujuan tersebut yang kemudian akan menjadi titik 

fokus hal-hal perbaikan yang akan dilakukan di periode berikutnya. 

      Setelah itu hasil audit yang dipaparkan sebagai gambaran perjalanan 

sebuah program akan dievaluasi. Tujuan dari evaluasi atas hasil audit ini 

adalah untuk melihat seberapa efektif tindak lanjut yang dilakukan atas 

temuan-temuan yang menjadi kendala pada program tersebut. Dalam 

penelitian ini, program yang dimaksud adalah dana BOS Kota Yogyakarta 

tahun 2011. Program ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota 

Yogyakarta. Hasil audit dana BOS tahun 2011 juga sudah keluar dengan 

beberapa temuan-temuan audit yang sudah ditindaklanjuti juga. Maka dari 

itu, perlu diadakannya evaluasi tindak lanjut atas hasil audit pada program 

ini untuk melihat efektivitas saran dan rekomendasi hasil audit. 

G. Petunjuk Pengembalian Dana BOS 

      Ada dua jenis pengembalian dana BOS, yaitu : 

1. Kelebihan dana yang diberikan oleh pusat kepada sekolah, untuk itu 

sekolah harus melaksanakan beberapa tahap, antara lain : 

a. Demi kelancaran dan kemudahan dalam Laporan Keuangan 

di Subbag Keuangan dan IKN Kantor Wilayah Kemenag, dimohon 

agar pengembalian kelebihan dilakukan oleh Seksi Mapenda 

Kabupaten/ Kota. 

b. Pengembalian kelebihan dana BOS pada tahun anggaran TA 2011 

menggunakan Surat SetoranPengembalian Belanja (SSPB). 
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c. Pengembalian kelebihan dana BOS setelah lewat tahun anggaran 

TA 2011 menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 

2. Penyalahgunaan penggunaan anggaran dana BOS yang tidak sesuai 

petunjuk teknis. Dalam proses ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 

a. Dana dikembalikan sesuai yang disalahgunakan oleh pelanggar 

ke rekening sekolah. 

b. Jika pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan pengadaan 

barang, maka barang harus diganti sesuai dengan yang tertera 

pada surat pengadaan barang. 

      Pada penelitian ini, proses pengembalian dana BOS yang 

dimaksudkan yaitu atas sebab penyalahgunaan dana BOS. Setiap 

provinsi di Indonesia sebagai objek penerima BOS, berhak 

menentukan prosedur masing-masing, akan tetapi pada umumnya 

prosedur tersebut sama intinya. Proses pengembaliannya sama seperti 

perlakuan terhadap kerugian negara, seperti APBD, APBN, dan lain 

sebagainya. Pelaku pelanggaran wajib setor ke kas negara. Pertama, 

pihak (dalam hal ini sekolah) yang melakukan pelanggaran atas dana 

BOS, dianjurkan oleh BPKP selaku auditor program tersebut untuk 

meminta slip atau STS (Surat Tanda Setor) dari dinas pengelola 

keuangan di mana terjadi pelanggaran tersebut. Dalam masalah ini, 

tempat yang dituju adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Kota 

Yogyakarta yang bertempat di Balaikota Yogyakarta. Apabila tidak 

ada, pelaku diharuskan meminta memo atau bukti setor ataupun 
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semacamnya, yang terpenting adalah adanya bukti setor tersebut. 

Setelah uang disetorkan, pihak Dinas Pengelola Keuangan melakukan 

input data ke laporan keuangan. Uang tersebut masuk ke pendapatan 

lain-lain. Kemudian, BPKP kembali memeriksa mengenai 

pengembalian dana penyelewangan kepada yang bersangkutan. Pelaku 

pelanggaran hanya diminta untuk menyerahkan bukti setor tadi. Jika 

sudah benar-benar dikembalikan sebanyak yang disalahgunakan, 

masalah ini selesai. BPKP kemudian membuat laporan tindak lanjut 

yang menerangkan bahwa temuan tersebut sudah selesai 

ditindaklanjuti tanpa kekurangan apapun. 

      Untuk hukuman atas penyalahgunaan ini ada tingkatannya, 

tergantung seberapa besar efek yang ditimbulkan oleh masalah 

tersebut. Misalkan masalah ini mengarah ke tindak pidana korupsi, 

hukuman bisa masuk ke ranah meja hijau. Apabila hanya kesalahan 

penganggaran, kesalahan peruntukan, pengadaan yang terlalu mahal, 

maksimal hukuman hanya sanksi administratif, tidak sampai ke 

pengadilan. 

H. Kerangka Berpikir 

      Program dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang dikenal dengan 

BOS merupakan program pemerintah di bidang pendidikan. Program ini 

bertujuan untuk membantu generasi muda sebagai penerus bangsa yang tidak 

memiliki cukup materi untuk memperoleh pendidikan secara layak. 

Pemerintah melalui program dana BOS memiliki misi yang akan dicapai, 
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yakni wajib belajar 9 tahun bagi setiap warga Indonesia tanpa terkecuali. Hal 

ini akan mendorong tingkat pendidikan negara menjadi lebih baik. 

      Dana yang digunakan dalam pembiayaan program dana BOS sudah 

dianggarkan oleh pemerintah dan langsung diserahkan kepada Kementrian 

Pendidikan serta langsung didistribusikan ke daerah-daerah dengan BPKP 

sebagai lembaga yang mengawasi. Dalam perjalanannya, program dana BOS 

banyak mengalami kendala, beberapa di antaranya yaitu penyelewengan, 

penyalahgunaan, pengelola dana BOS tidak cakap dalam menginterpretasikan 

dana tersebut sesuai prosedur, dan masih banyak lagi. Salah satu daerah 

penerima dana BOS dan terdapat beberapa kekeliruan dan kecurangan dalam 

penggunaannya yaitu Kota Yogyakarta, khususnya pada tahun 2011. 

      Pada akhir periode tahun anggaran dana BOS tersebut, program diaudit 

oleh BPKP Yogyakarta. Dari hasil audit tersebut ditemukan beberapa temuan 

audit yang tergolong kekeliruan dan kecurangan pada dana BOS. Kemudian 

BPKP mengeluarkan hasil audit atas program dana BOS Kota Yogyakarta 

tahun 2011. Setelah dikeluarkan hasil audit oleh BPKP, Kementrian 

Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menindaklanjuti 

temuan-temuan yang terlampir pada hasil audit tersebut. Dari kegiatan tindak 

lanjut tersebut, semua temuan audit telah diklarifikasi sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

      Akan tetapi yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini adalah 

mengenai evaluasi dari tindakan atas hasil audit yang dikeluarkan oleh BPKP 

Yogyakarta mengenai program dana BOS Kota Yogyakarta tahun 2011. 
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Temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti tersebut apakah akan terulang lagi 

atau memang yang terakhir kalinya terjadi, agar tujuan diadakannya program 

dana BOS tersebut sesuai rencana dan kendala dapat diminimalisir. Selain itu, 

apakah proses penindaklanjutan tersebut memberikan efek jera bagi para 

pelanggar. Kemudian, apakah sanksi yang diberikan oleh pemerintah 

dianggap sebagai sanksi paling efektif yang benar-benar sesuai prosedur dan 

dapat dipastikan tidak terjadi lagi hal-hal serupa di periode selanjutnya. 

      Hal ini menunjukan apakah  pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh 

BPKP yang dilakukan oleh pelanggar kecurangan maupun kekeliruan tersebut 

efektif bagi program dana BOS yang dicanangkan pemerintah. Jika belum 

efektif maka evaluasi ini akan menjadikan tolok ukur untuk mengaudit 

sementara program dana BOS di beberapa bulan pertama. Akan tetapi jika 

sudah efektif, evaluasi ini menjadi dasar penetapan pelaksanaan tindak lanjut 

jika terjadi kecurangan dan kekeliruan serupa. 
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I. Paradigma Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 
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J. Pertanyaan Penelitian 

1. Apa saja temuan hasil audit program dana BOS di kota Yogyakarta tahun 

2011/2012? 

2. Apa saja saran dan tindak lanjut yang diberikan oleh auditor? 

3. Apa dasar aturan dari tindak lanjut tersebut? 

4. Apa tindak lanjut yang sudah dilakukan? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

      Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Desain penelitian yang dipilih ada penelitian evaluatif. Penelitian 

evaluatif adalah suatu penelitian yang menggunakan prosedur evaluasi untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data. Prosedur evaluasi memiliki dua 

kegiatan yang pokok, yakni pengukuran dan membandingkan hasil 

pengukuran dengan standar tertentu. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut 

dapat disimpulkan apakah suatu program layak atau tidak, relevan atau tidak, 

efektif atau tidak. Dalam penelitian ini dilakukan suatu pengukuran pada 

tindak lanjut hasil audit BPKP atas Program Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) tahun 2011/2012 dan membandingkan hasil pengukuran tindak 

lanjut dengan saran dan rekomendasi audit BPKP atas program dana BOS 

tahun 2011. 

B. Variabel Penelitian 

      Variabel dalam penelitian ini adalah Tindak Lanjut Hasil Audit Program 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Yogyakarta Tahun 

2011/2012. Evaluasi tindak lanjut hasil audit program dana BOS merupakan 

kegiatan pengukuran dan pembandingan tindak lanjut hasil audit BPKP atas 

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan saran dan 

rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. 
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C. Objek Penelitian 

      Menurut pengertian objek penelitian itu sendiri adalah sifat keadaan dari 

suatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran 

penelitian. Objek pada penelitian ini adalah tindak lanjut hasil audit BPKP 

atas program dana BOS Kota Yogyakarta tahun 2011/2012. 

D. Subjek Penelitian 

      Subjek penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Yogyakarta dan Sekolah. 

E. Instrumen Penelitian 

      Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan evaluasi mengenai tindak 

lanjut atas hasil audit. Daftar pertanyaan ini berisi check list pelaksanaan 

prosedur pengembalian dana BOS yang penggunaannya tidak sesuai dengan 

petunjuk teknis. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang dipakai adalah: 

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen mengenai bukti 

pengembalian penggunaan dana BOS Kota Yogyakarta tahun 

2011/2012 yang tidak sesuai petunjuk teknis. 

2. Wawancara, yaitu pengumpulan bukti melalui tanya jawab secara 

langsung dengan subjek penelitian tersebut di atas. 
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G. Teknik Analisis Data 

     Dilakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit BPKP atas program dana BOS 

Kota Yogyakarta tahun 2011/2012. Evaluasi pada penelitian ini adalah 

membandingkan pelaksanaan prosedur pengembalian dana BOS yang tidak 

sesuai petunjuk teknis dengan prosedur pengembalian yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Di samping evaluasi, dilakukan perhitungan persentase  

pelaksanaan pengembalian dana BOS yang tidak sesuai petunjuk teknis.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Pelaksanaan Program Dana BOS di Kota Yogyakarta Tahun 

2011/2012 

       Program Dana BOS merupakan program pemerintah yang memiliki 

jangkauan ke seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Yogyakarta. Di 

Yogyakarta penyaluran dana BOS dibagi ke lima titik, yaitu Kabupaten 

Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten 

Bantul dan Kota Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Yogyakarta membagi 

pengelolaan dana BOS ke setiap daerah. 

       Pada tahun 2011 terjadi perubahan pada peraturan dana BOS secara 

signifikan. Salah satu peraturan baru yang muncul yaitu pemberian wewenang 

kepada pemerintah kota ataupun kabupaten untuk mengelola keuangan dana 

BOS tersebut. Pada tahun-tahun sebelumnya, peraturan ini tidak ada. 

Penyaluran dana BOS langsung dari pemerintah pusat ke sekolah, tidak 

melalui perantara. Hal ini diambil oleh pemerintah sebagai peraturan baru 

agar proses pengendalian kepada program dana BOS ini lebih intensif 

mengingat semakin banyak pihak yang mengawasi, diharapkan proses 

pelaksanaan lebih baik dari yang sebelumnya. Pada tahun ini dana yang 

diberikan oleh pemerintah pusat untuk dana BOS yaitu Rp16.800.000.000,00. 

       Dapat diambil garis tengah bahwa prosedur kali ini melibatkan perantara 

antara pemerintah pusat selaku pemberi dana dengan sekolah selaku penerima 

dana. Dalam hal ini pemerintah kota ataupun kabupaten menjadi perantara 
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antara pihak pemberi dan penerima. Proses pelaksanaan program dana BOS 

akan lebih terbuka dengan adanya perantara sebagai pengendali jalannya 

program ini. Akan tetapi pelaksanaan tidak selalu berjalan sesuai yang 

diharapakan. Masih saja ada hambatan yang sedikit banyak membuat proses 

penggunaan dan BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis. 

B. Hasil Penelitian 

1. Temuan Hasil Audit Program Dana BOS di Kota Yogyakarta Tahun 

2011/2012 

      Ada beberapa masalah yang justru muncul saat diberlakukan peraturan 

baru tersebut di atas, seperti kurang pahamnya manajemen pemerintah kota 

ataupun kabupaten dalam menjalankan tugasnya, keterlambatan penyaluran 

dana BOS ke daerah yang menyebabkan pihak penerima melakukan 

pinjaman ke bank untuk tetap menjalankan program kerjanya, dan yang 

paling menonjol serta paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan 

penggunaan dana BOS. Dana BOS digunakan tidak sesuai dengan apa yang 

menjadi tugasnya. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya 

penyalahgunaan penggunaan dan BOS ini antara lain : 

a. Pihak penerima tidak menghiraukan petunjuk teknis, sehingga pada 

pelaksanaannya penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan apa yang 

seharusnya. 

b. Pada waktu berjalannya program kerja sekolah, pihak penerima tidak 

memiliki dana cukup untuk operasional, sehingga mengambil dana 

BOS untuk menutup kekurangan tersebut. 
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c. Pihak penerima belum menerima dana kas masuk dari yayasan untuk 

membayar beasiswa kepada murid, untuk itu dana BOS dipilih 

menjadi solusi pada masalah tersebut. 

d. Beberapa murid terlambat membayar SPP ke sekolah sehingga pihak 

penerima menggunakan dana BOS untuk membayar SPP ke yayasan. 

e. Keterlambatan murid membayar iuran studi banding dan wisata tutup 

tahun mengharuskan pihak penerima memilih dana BOS untuk 

menutupnya. 

      Masalah-masalah tersebut di atas timbul setelah dilakukan audit atas 

program dana BOS Kota Yogyakarta tahun 2011 oleh BPKP. Meskipun 

nominal uang terbilang tidak terlalu material, akan tetapi angka ini adalah 

hasil akumulasi ari beberapa pelanggaran yang hampir sama. Hal ini 

menjadi perhatian khusus apabila tidak dilakukan penindaklanjutan 

terhadapnya. Maka dari itu, BPKP selaku auditor program dana BOS 

memberikan rekomendasi kepada pelanggar terkait perlakuannya yang 

menyimpang terhadap penggunaan dana tersebut. 

2. Saran dan Tindak Lanjut yang Diberikan oleh Auditor 

      Rekomendasi dari auditor yakni mengembalikan seluruh dana yang 

disalahgunakan kepada pemerintah. Apabila tindakan pelanggaran yang 

dilakukan mengandung unsur korupsi, maka pelanggar dapat terjerat ke 

dalam ranah hukum, namun jika masih dalam batas wajar, pelanggar 

hanya akan dikenai sanksi seperti yang tertera pada petunjuk teknis 

penggunaan dana BOS. Rekomendasi yang disarankan oleh auditor 
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didasarkan pada peraturan Kementerian Pendidikan bahwa semua aset 

negara yang disalahgunakan harus kembali ke kas negara lagi tanpa 

terkecuali. Tujuan dari saran yang diberikan oleh auditor adalah agar tidak 

terjadi lagi penyalahgunaan serupa yang merugikan semua pihak yang 

terkait di dalam pelaksanaan program dana BOS. Maka dari itu, pelanggar 

diharuskan melakukan tindak lanjut atas kesalahan yang dilakukan sesuai 

dengan saran dan rekomendasi dari auditor, yaitu mengembalikan semua 

uang yang disalahgunakan ke kas negara. 

3. Dasar Aturan dari Tindak Lanjut 

       Audit atas program Dana BOS Kota Yogyakarta tahun 2011 

memberikan hasil yang cukup dapat menjadi perhatian bagi semua pihak 

yang terkait di dalamnya. Walaupun nominal uang yang tertera dalam 

kekeliruan dan kecurangan tidak material akan tetapi yang menjadi pokok 

masalah adalah hal yang dilakukan oleh para pelanggar. Dalam penelitian 

ini yang menjadi titik fokus adalah penyalahgunaan dana BOS. 

Penyalahgunaan yang dilakukan berupa ketidaksesuaian alokasi dana BOS 

dengan petunjuk teknis dana BOS. Hal ini terlihat mudah  namun apabila 

tidak ditindaklanjuti akan menjadi suatu kebiasaan. Maka dari itu penulis 

memberikan perhatian khusus kepada masalah ini untuk diangkat menjadi 

sebuah tulisan. 

       Tindak lanjut yang dilakukan oleh pelanggar harus sesuai dengan 

saran dan rekomendasi oleh auditor, sebab ini sudah menjadi keputusan 

bersama para pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi dasar 
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pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program dana BOS. 

Pengambilan keputusan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh pelanggar 

akan dilanjutkan oleh BPKP sebagai kesimpulan apakah masalah ini sudah 

selesai atau belum dengan membuat laporan terkait kasus tersebut. 

Apabila sudah selesai, pelanggar menerima pernyataan dalam bentuk 

laporan bahwa masalah ini benar-benar terselesaikan sesuai saran dan 

rekomendasi. Akan tetapi jika belum selesai, pelanggar diwajibkan 

menyelesaikan masalah ini dalam batas waktu yang sudah ditentukan. 

       Pelanggar menindaklanjuti hasil temuan audit tersebut melalui 

beberapa proses yang harus dilengkapi. Hal tersebut harus dilakukan oleh 

pelanggar mengingat ini sudah menjadi prosedur. Prosedur yang harus 

dilengkapi ini tidak boleh terlewatkan satu  tahap pun, karena dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh BPKP selaku pemberi 

keputusan atas sudah belumnya masalah tersebut terselesaikan. Pelanggar 

harus menempuh beberapa prosedur untuk menyelesaikan masalah yang 

dibuatnya sesuai dengan saran dan rekomendasi. Prosedur ini sudah 

menjadi ketetapan yang dibuat oleh Kementrian Pendidikan terkait 

masalah penyalahgunaan penggunaan dana BOS 

      Prosedur yang disarankan oleh auditor merupakan hal yang wajib 

dilakukan oleh pelanggar. Prosedur ini terdiri dari beberapa tahapan. 

Pertama, pelanggar harus meminta Surat Tanda Setoran (STS) dari Dinas 

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertempat di 

Balaikota Yogyakarta. Setelah itu mengisi setiap poin di dalamnya.  
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       Kemudian setelah semuanya terisi dengan benar, pelanggar melakukan 

transfer uang tunai melalui Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta atau 

bank milik pemerintah lainnya ke kas dana BOS sekolah. Dalam proses 

transfer, STS harus disertakan. Hal ini akan menjadi bukti bahwa 

pelanggar telah membayar sejumlah uang ke kas negara melalui bank. 

       Tahap selanjutnya adalah melakukan tindakan pemberitahuan kepada 

Dinas Pengelolaan Keuangan bahwa pelanggar telah membayar sesuai 

dengan jumlah uang yang disalahgunakan dan sesuai saran dari auditor. 

Pada proses ini pelanggar membuat surat pernyataan telah membayar 

sejumlah uang. Begitupun sama halnya dengan yang dilakukan di Dinas 

Pendidikan Dasar. 

       Setelah itu, pelanggar juga membuat surat pernyataan satu lagi yang 

ditujukan kepada auditor untuk kemudian diambil keputuan apakah 

masalah ini sudah benar-benar terselesaikan atau belum. Kemudian 

auditor menilai lampiran terebut apakah telah sesuai dengan saran dan 

rekomendasi yang telah diberikan atau tidak. Jika sesuai berarti masalah 

ini sudah terselesaikan, jika tidak masalah ini harus diselesaikan dalam 

batas waktu yang telah ditentukan, yaitu dua minggu. 

4. Tindak Lanjut yang Sudah Dilakukan 

            Menurut penelitian yang sudah dilakukan, berikut adalah hasil dari 

penelitian tersebut. Ada lima sekolah yang terkait dalam masalah 

penyalahgunaan penggunaan dana BOS 2011 yaitu SMP IT ABU 

BAKAR, SMP PANGUDI LUHUR 1, SD N TAHUNAN, SD N 
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LEMPUYANGAN 1, dan SD BOPKRI GONDOLAYU. Masing-masing 

sekolah ini memiliki kesamaan masalah pada penggunaan dana BOS 2011 

yaitu mengenai ketidaksesuaian penggunaan terhadap petunjuk teknis, 

akan tetapi memiliki perbedaan pada faktor penyebabnya. 

       Berikut adalah paparan mengenai hasil penelitian di setiap sekolah : 

1. SMP IT ABU BAKAR 

      Sekolah yang terletak di daerah Umbulharjo ini menggunakan dana 

BOS tahun 2011 untuk honor kepala sekolah sebesar Rp900.000,00 dan 

honor tim pengadaan barang sebesar Rp600.000,00. Penyebab utama 

dalam masalah ini tidak dijelaskan secara jelas karena pengurus yang 

menangani masalah ini sudah pindah sekolah. 

      Pertanyaan yang diajukan : 

a. Apakah bukti setor telah terisi secara benar? 

Dalam wawancara tersebut poin pertanyaan ini tidak diisi. Hal ini 

dikarenakan sekolah tidak dapat memberikan bukti setor 

pengembalian dana karena arsip tidak ditemukan. 

b. Apakah bukti setor ikut disertakan saat membayar setoran ganti 

rugi ke bank? 

Bukti setor sudah disertakan saat sekolah membayar ganti rugi ke 

bank. Hal ini dibuktikan dengan fotokopi bukti setor yang 

diberikan saat wawancara, dan fotokopi tersebut tercantum pada 

lampiran ke 13 dan 14. 
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c. Apakah ganti rugi sudah dibayar? 

Ganti rugi sudah dibayar dan bukti sudah diberikan. Bukti tersebut 

tercantum pada lampiran. 

d. Apakah bukti setor dan slip pembayaran telah diperiksa 

kebenarannya oleh BPKP? 

Bukti setor dan slip pembayaran telah diperiksa kebenarannya oleh 

BPKP. Penelitian di SMP IT ABU BAKAR dilakukan pada 11 

Mei 2015 di sekolah.  

     Kesimpulan dari penelitian pada sekolah ini yaitu 75% dari pertanyaan 

yang diajukan penulis sudah dijawab secara benar. Evaluasi untuk tindak 

lanjut pengembalian dana BOS tahun 2011 adalah tindak lanjut dan saran 

sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi perlu diperhatikan masalah 

pengarsipan khususnya mengenai dana BOS. 

2. SMP PANGUDI LUHUR 1 

      Sekolah yang terletak di kawasan Timoho, Kota Yogyakarta ini 

menggunakan dana BOS tahun 2011 sebesar Rp2.150.000,00 untuk 

membayar beasiswa dan Rp300.000,00 untuk membayar SPP ke yayasan. 

Penyebab utama sekolah melakukan hal ini tidak dapat penulis terangkan 

karena dari sekolah tersebut tidak memberikan jawaban yang dapat 

dijadikan alasan mengingat pengurus pada tahun tersebut sudah pindah 

tugas. 
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      Pertanyaan yang diajukan: 

a. Apakah bukti setor telah terisi secara benar? 

Bukti setor sudah terisi secara benar. 

b. Apakah bukti setor ikut disertakan saat membayar setoran ganti 

rugi ke bank? 

Bukti setor sudah diikutkan saat membayar ganti rugi ke bank. 

c. Apakah ganti rugi sudah dibayar? 

Ganti rugi telah dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Hal 

ini dibuktikan dengan disertakannya fotokopi slip pembayaran 

yang terlampir pada lampiran ke 11. 

d. Apakah bukti setor dan slip pembayaran telah diperiksa 

kebenarannya oleh BPKP? 

Bukti setor dan slip pembayaran telah diperiksa kebenarannya oleh 

BPKP. 

      Dalam lampiran yang disertakan, pihak sekolah menjawab semua poin 

pertanyaan. Pada penelitian ini juga dilampirkan surat penelitian dari 

kampus. Penelitian diakhiri pada tanggal 11 Mei 2015. 

      Kesimpulan yang penulis ambil dari penelitian di sekolah tersebut 

adalah, 100% pertanyaan telah terjawab, dan tindak lanjut dan saran sudah 

dilakukan dengan baik, kemudian perhatikan mengenai pengarsipan data 

khususnya mengenai dana BOS yang bermasalah. 
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3. SD N TAHUNAN 

      Sekolah yang terletak di kawasan jalan Gajah, Kusumanegara ini 

menggunakan dana BOS 2011 sebesar Rp450.000,00 untuk keperluan 

studi banding. Penyebab utama dari masalah ini karena sekolah 

kekurangan dana untuk melunasi pembayaran studi banding tersebut, 

maka dipilihlah dana BOS untuk menutupnya. 

      Pertanyaan yang diajukan: 

a. Apakah bukti setor telah terisi secara benar? 

Bukti setor telah terisi secara benar. 

b. Apakah bukti setor ikut disertakan saat membayar setoran ganti 

rugi ke bank? 

Bukti tidak setor ikut disertakan saat membayar setoran ganti rugi 

ke bank. Karena pihak sekolah tidak mengetahui mengenai hal ini 

mengingat pengurus telah beralih. 

c. Apakah rugi sudah dibayar? 

Ganti rugi telah dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Hal 

ini dibuktikan dengan disertakannya fotokopi rekening tabungan 

sekolah yang terlampir pada lampiran ke 9. 

d. Apakah bukti setor dan slip pembayaran telah diperiksa 

kebenarannya oleh BPKP? 

Bukti setor dan slip pembayaran telah diperiksa kebenarannya oleh 

BPKP. 
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      Penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 April 2015. Kesimpulan pada 

penelitian di sekolah ini yaitu 100% pertanyaan sudah dijawab, tindak 

lanjut dan saran sudah dilakukan dengan baik dan perhatikan mengenai 

pengarsipan data khususnya mengenai dana BOS.  

4. SD N LEMPUYANGAN 1 

      Sekolah yang berada di selatan Stasiun Lempuyangan ini 

menggunakan dana BOS tahun 2011 sebesar Rp5.525.000,00 untuk 

subsidi biaya studi banding ke Malang dan sebesar Rp5.235.00,00 untuk 

sewa bus PO Prayoga untuk wisata tutup tahun. Tidak dijelaskan 

penyebab utama sekolah melakukan hal ini karena pada tahun tersebut 

terjadi pergantian pengurus dan pengurus yang baru tidak mengetahui akar 

penyebabnya. Maka dari itu, bukti setorpun tidak disertakan oleh sekolah 

saat penelitian. 

      Pertanyaan yang diajukan: 

a. Apakah bukti setor telah terisi secara benar? 

Bukti setor tidak terisi secara benar. 

b. Apakah bukti setor ikut disertakan saat membayar setoran ganti 

rugi ke bank? 

Bukti tidak setor ikut disertakan saat membayar setoran ganti rugi 

ke bank. Karena pihak sekolah tidak mengetahui mengenai hal ini 

mengingat pengurus telah beralih. 

c. Apakah rugi sudah dibayar? 

Ganti rugi telah dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia. 
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d. Apakah bukti setor dan slip pembayaran telah diperiksa 

kebenarannya oleh BPKP? 

Bukti setor dan slip pembayaran telah diperiksa kebenarannya oleh 

BPKP. 

      Dalam lampiran disertakan dua pertanyaan dijawab ya dan dua 

pertanyaan lainnya dijawab tidak. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti 

satupun yang dapat ditemukan oleh sekolah. Namun pengurus dana BOS 

yang baru mengetahui bahwa pengembalian sudah dilakukan. Penelitian 

ini dan diakhiri pada tanggal 30 April 2015. Kesimpulan yang dapat 

diambil yaitu 100% pertanyaan terjawab, tindak lanjut dan saran sudah 

dilakukan dengan baik, dan perhatikan masalah pengarsipan dana BOS 

apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan. 

5. SD BOPKRI GONDOLAYU 

      Sekolah yang berada di timur Tugu Yogyakarta ini menggunakan dana 

BOS tahun 2011 untuk memberi honor Kepala Sekolah sebesar 

Rp488.000,00. Hal ini dilakukan sekolah karena pihak sekolah tidak 

mengetahui bahwa pemberian honor tersebut ternyata tidak boleh 

dilakukan. 

      Pertanyaan yang diajukan: 

a. Apakah bukti setor telah terisi secara benar? 

Bukti setor telah terisi secara benar. 

b. Apakah bukti setor ikut disertakan saat membayar setoran ganti 

rugi ke bank? 
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Bukti tidak setor ikut disertakan saat membayar setoran ganti rugi 

ke bank. Karena pihak sekolah tidak mengetahui mengenai hal ini 

mengingat pengurus telah beralih. 

c. Apakah rugi sudah dibayar? 

Ganti rugi telah dibayarkan melalui BPD DIY. Hal ini dibuktikan 

dengan disertakannya fotokopi rekening tabungan sekolah dan slip 

pembayaran yang terlampir pada lampiran ke 16-19. 

d. Apakah bukti setor dan slip pembayaran telah diperiksa 

kebenarannya oleh BPKP? 

Bukti setor dan slip pembayaran telah diperiksa kebenarannya oleh 

BPKP.  

      Dalam lampiran disertakan hanya tiga yang terjawab dan satu 

pertanyaan tidak dijawab mengenai penyertaan bukti setor. Hal ini 

dikarenakan sekolah tidak mendapati bukti setor tersebut. Penelitian di 

sekolah tersebut diakhiri pada tanggal 22 April 2015. Kesimpulan atas 

penelitian yang dilakukan pada sekolah tersebut yaitu 75% pertanyaan 

terjawab, tindak lanjut dan saran sudah dilakukan dengan baik, dan 

perhatikan mengenai pengarsipan data khususnya mengenai dana BOS. 

C. Pembahasan 

      Penelitian mengenai evaluasi tindak lanjut atas hasil audit dana BOS tahun 

2011 telah dijalankan dan diterima baik oleh para sekolah pelanggar. 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi 

tindak lanjut hasil audit dana BOS tahun 2011 berikut akan penulis paparkan 
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mengenai pembahasannya. Pertama, dari kelima sekolah yang menjadi objek 

penelitian ini secara umum telah melakukan tindak lanjut dengan baik dan 

menjalankan saran yang diberikan oleh BPKP selaku auditor. Satu dari lima 

sekolah tidak dapat menunjukan bukti bahwa sekolah tersebut telah 

melakukan pengembalian terhadap dana yang telah disalahgunakan yaitu SD 

N LEMPUYANGAN 1. Hal ini dikarenakan sekolah tersebut mengalami 

pergantian pengurus dana BOS pada beberapa saat setelah terjadinya 

penyalahgunaan dana BOS tahun 2011 itu. Selain itu pengurus yang baru juga 

tidak mengetahui di mana letak arsip bukti pembayaran disimpan, begitu juga 

guru-guru yang lain. 

       Kedua, wawancara yang penulis lakukan adalah bentuk upaya pencarian 

penyebab terjadinya sekolah melakukan tindakan tersebut. Terbukti bahwa 

setiap sekolah ternyata tidak sepenuhnya melakukan pelanggaran yang 

disengaja, dalam artian bahwa ada sekolah yang tidak mengetahui bahwa apa 

yang dia lakukan adalah suatu pelanggaran. Selain itu ada beberapa sekolah 

yang tidak dapat menunjukkan apa penyebab dari tindakannya melakukan 

pelanggaran ini. Hal ini disebabkan karena pergantian pengurus pada saat 

terjadinya pelanggaran. 

       Ketiga, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para 

pelanggar ketentuan penggunaan dana BOS tinggi. Mereka dengan segera 

melakukan  pengembalian setelah mengetahui bahwa apa yang sudah 

dilakukan adalah melanggar ketentuan. Meski begitu setiap sekolah 

mengembalikan uang tersebut tidak secara bersamaan. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

       Penelitian ini telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan 

penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Adapun 

keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Setiap sekolah memiliki prosedur birokrasi yang berbeda. Hal ini 

menyebabkan penelitian ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung 

dari masing-masing sekolah. Penelitian ini memakan waktu lama 

mengingat kelengkapan dokumen untuk memenuhi prosedur-prosedur 

tersebut tidak dilakukan pada saat yang bersamaan. 

2. Pada saat dilakukan penelitian di salah satu sekolah, pengurus dana BOS 

di sekolah tersebut saat itu sedang sakit. Di sekolah tersebut tidak saat itu 

tidak ada pengganti sementara karena keadaan mendadak. Pihak sekolah 

tidak dapat memberikan keterangan pasti kapan pengurus dana BOS itu 

kembali beraktivitas. Untuk itu penelitian pada sekolah tersebut tidak 

dapat dilakukan dalam waktu singkat. 

3. Berkaitan dengan adanya Ujian Nasional tingkat SMP sederajat, sekolah 

tidak dapat dipakai selain untuk keperluan ujian. Maka dari itu sejumlah 

hari tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian. 

4. Dalam hasil audit yang dikeluarkan oleh BPKP atas Program Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011/2012 ada 9 macam 

pelanggaran, akan tetapi yang diambil dalam penelitian ini hanya 3 

macam. 
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5. Pergantian kepengurusan dana BOS sering terjadi di semua sekolah 

penerima dana BOS. Namun, akan menjadi masalah apabila transisi 

tersebut tidak diimbangi dengan pemberitahuan mengenai informasi 

berkaitan dengan dana BOS dari pengurus lama dan pengurus baru. Hal ini 

terjadi pada beberapa sekolah yang menjadi objek penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi tindak lanjut 

atas hasil audit dana BOS tahun 2011 Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Temuan hasil audit ada beberapa masalah, salah satunya adalah mengenai 

kesalahan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis 

penggunaan. Faktor penyebab terjadinya kesalahan ini bukan semata-mata 

karena penyelewengan, namun juga adanya kekurangpahaman mengenai 

prosedur penggunaan dana BOS. 

2. Saran maupun tindak lanjut dari auditor yang harus dilakukan oleh pelanggar 

adalah harus membayar ganti rugi sebanyak yang disalahgunakan. Bukan 

hanya membayar, akan tetapi juga melalui prosedur yang sudah ditentukan. 

3. Dasar aturan yang  mengenai saran dari tindak lanjut yang harus dilakukan 

oleh pelanggar diatur dalam peraturan petunjuk teknis dana BOS tahun 2011. 

4. Tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh para pelanggar semuanya telah 

memenuhi prosedur pengembalian. Akan tetapi perlu diperhatikan mengenai 

penyimpanan data tentang pengembalian ganti rugi tersebut. Hal ini menjadi 

penting mengingat apabila dilakukan evaluasi, akan menjadi bukti yang kuat 

untuk menjelaskannya. 
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B. Saran  

      Berdasarlan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberkan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan birokrasi pada setiap sekolah. 

Agar tidak terjadi kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah lain, perlu 

dibuat aturan khusus mengenai sosialisasi peraturan yang sama untuk setiap 

sekolah yang menerima dana BOS. Mulai dari penerimaan dana BOS, 

pengarsipan bukti transaksi hingga dilakukannya evaluasi atas tindak lanjut 

apabila terjadi penyalahgunaan dana tersebut. 

2. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, sekolah penerima dana BOS 

perlu memperahatikan petunjuk teknis penggunaan dana BOS sehingga 

kejadian di SD BOPKRI GONDOLAYU tidak terjadi lagi. 

3. Pengembalian ganti rugi atas penggunaan dana BOS yang tidak sesuai 

petunjuk teknis harus tepat waktu. 

4. Apabila terjadi pergantian pengurus dana BOS di suatu sekolah, harap diikuti 

dengan pembagian tugas kerja kepada pengurus yang baru dan dipersiapkan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan dana BOS, seperti bukti transaksi, 

laporan keuangan, arsip bukti transaksi tahun sebelumnya, dan sebagainya. 

Hal ini dilakukan agar semua yang berkaitan dengan dana BOS tidak hilang 

begitu saja, karena akan dibutuhkan apabila dilakukan evaluasi terhadap dana 

BOS tersebut. 
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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

 

 

Temuan 

Audit 

Saran dan 

Rekomendasi 

Pertanyaan 

Penelitian / 

Wawancara 

Hasil 

Keterangan 

Ya Tidak 

Penggunaan 

dana BOS 

tidak sesuai 

dengan 

petunjuk 

teknis. 

Meminta dan 

mengisi bukti 

setor untuk 

mengembalikan 

uang yang 

disalahgunakan 

di Dinas 

Pengelolaan 

Keuangan 

setempat. 

Apakah bukti 

setor telah 

terisi secara 

benar? 

Apakah bukti 

setor ikut 

disertakan 

saat 

membayar 

setoran ganti 

rugi ke bank? 

   

Membayar 

ganti rugi uang 

yang 

disalahgunakan 

sebanyak yang 

tertera pada 

temuan audit 

melalui bank 

kepada kas 

negara. 

Apakah ganti 

rugi sudah 

dbayar? 

   

Menyerahkan 

bukti setor saat 

BPKP 

memeriksa 

kembali apakah 

pengembalian 

ganti rugi sudah 

benar-benar 

dilakukan atau 

belum. 

Apakah bukti 

setor dan slip 

pembayaran 

telah 

diperiksa 

kebenarannya 

oleh BPKP? 
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Lampiran 2. Surat Izin Penelitian ke Dinas Pajak Daerah dan Pengeloaan 

Keuangan Kota Yogyakarta 
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 
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Lampiran 4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

untuk Melakukan Penelitian di Lima Sekolah 

 



65 

 

 
 

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian ke SMP PANGUDI LUHUR 1 
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Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Dinas Perizinan ke Dinas Pendidikan 

Kota Yogyakarta 
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Lampiran 7. Lampiran Hasil Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian 

di SD N LEMPUYANGAN 1 
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Lampiran 8. Lampiran Hasil Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian 

di SD N TAHUNAN 
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Lampiran 9. Bukti Pengembalian dari SD N TAHUNAN Berupa Rekening 

Tabungan 
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Lampiran 10. Lampiran Hasil Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian 

di SMP PANGUDI LUHUR 1 
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Lampiran 11. Bukti Pengembalian dari SMP PANGUDI LUHUR 1 Berupa 

Slip Pembayaran Melalui Bank Rakyat Indonesia 
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Lampiran 12. Lampiran Hasil Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian 

di SMP IT ABU BAKAR 
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Lampiran 13. Bukti Pengembalian dari SMP IT ABU BAKAR Berupa 

Rekening Tabungan 1 
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Lampiran 14. Bukti Pengembalian dari SMP IT ABU BAKAR Berupa 

Rekening Tabungan 2 

 



75 

 

 
 

Lampiran 15. Lampiran Hasil Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian 

di SD BOPKRI GONDOLAYU 
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Lampiran 16. Bukti Pengembalian dari SD BOPKRI GONDOLAYU Berupa 

Bukti Kas Masuk 
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Lampiran 17.. Bukti Pengembalian dari SD BOPKRI GONDOLAYU Berupa 

Rekening Tabungan 1 
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Lampiran 18. Bukti Pengembalian dari SD BOPKRI GONDOLAYU Berupa 

Rekening Tabungan 2 
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Lampiran 19. Bukti Pengembalian dari SD BOPKRI GONDOLAYU Berupa 

Slip Pembayaran Melalui Bank BPD DIY 

 

 


